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ABSTRAKSI 

Nama  : Christina Inez Dianti Junianto 

NPM  : 2016310130 

Judul : Analisis Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik 

(Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Barat) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan teknologi 

informasi organisasi publik dengan studi kasus di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini ditinjau dari 1 variabel, yaitu 

kemampuan teknologi informasi menggunakan konsep/teori Kesenjangan Digital 

(Digital Divide) dengan Digital Divide Index (DIDIX) oleh Hannes Selhofer dan 

Tobias Hüsing. Dimensi yang dihasilkan adalah (1) Persentase pemahaman 

penggunaan komputer/TIK di tempat bekerja, (2) Persentase pemahaman 

penggunaan komputer/TIK di rumah, (3) Persentase pemahaman penggunaan 

Internet di tempat bekerja, (4) Persentase pemahaman penggunaan Internet di 

rumah, (5) Akses dalam dan/atau penggunaan dari komputer/TIK dan internet. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Methods, yaitu 

penelitian kuantitatif dengan menghitung bobot dengan menggunakan Digital 

Divide Index (DIDIX) dan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus 

(Case Study). Kemudian, penelitian ini memanfaatkan data primer dalam bentuk 

kuesioner sebagai sumber data besar dengan memberikan 40 item pertanyaan. 

Kategori respon yang digunakan adalah ya atau tidak dan terdapat 8 respon netral 

dan terbuka untuk lebih menggali kemampuan teknologi informasi yang dimiliki 

oleh responden. Penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data yang berasal 

dari sumber data yang valid, yaitu sampel 125 Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data tersebut, peneliti menerima respon sebanyak 136 responden. 

Hasil respon ini kemudian dianalisis menggunakan teori Kesenjangan Digital 

dengan metode mengitung bobot Digital Divide Index (DIDIX) pada setiap 

dimensi. Peneliti mengembangkan Digital Divide Index (DIDIX) dengan 

membuat rumus penghitungan untuk mendapatkan hasil bobot berdasarkan hasil 

kuesioner 

Bukti jawaban empiris dari hasil penelitian berdasarkan dimensi yang 

digunakan, yaitu  Bobot atau persentase Digital Divide Index (DIDIX) yang 

dihasilkan dari lima Dimensi Kemampuan Teknologi Informasi sebesar 31,12% 

dari skala Indeks 0-100%. Kesimpulannya adalah kemampuan teknologi 

informasi organisasi publik tinggi, karena Kesenjangan Digital dalam organisasi 

publik (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat) sempit. 

 

Kata Kunci: Komputer/TIK, Internet, Kesenjangan Digital (Digital Divide). 
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ABSTRACT 

Name  : Christina Inez Dianti Junianto 

Student ID No. : 2016310130 

Title : Analysis of Public Organization's Information Technology 

Capabilities (Case Study: Department of Industry and Trade of 

West Java Province) 

 

This research aims to analyze the Public Organization's Information 

Technology Capabilities with a case study at the Department of Industry and 

Trade of West Java Province. This research is viewed from 1 variable, namely the 

Information Technology Capabilities using the Digital Divide Theory with the 

Digital Divide Index (DIDIX) method by Hannes Selhofer and Tobias Hüsing. The 

dimensions are: (1) Percentage of understanding of computer/ICT use at work, 

(2) Percentage of understanding of computer/ICT use at home, (3) Percentage of 

understanding of Internet use at work, (4) Percentage of understanding of Internet 

use at home, and (5) Access to and/or use of computers/ICTs and the internet. 

The method used in this research is Mixed Methods, namely quantitative 

research by calculating the weight by using Digital Divide Index (DIDIX) methods 

and qualitative research with Case Study research. Then, this study utilizes 

primary data in the form of a questionnaire as a source of big data by providing 

40 question items. The response category used is yes or no and there are 8 neutral 

and open responses to further explore the information technology capabilities of 

the respondents. This research is the result of collecting data from valid data 

sources, namely a sample of 125 Civil Servants at the Department of Industry and 

Trade of West Java Province. Based on the results of data collection, researchers 

received a response of 136 respondents. The results of this response were then 

analyzed using the Digital Divide Theory by calculating the weight of the Digital 

Divide Index (DIDIX) on each dimension. 

Evidence of empirical answers from research results based on the 

dimensions used, namely the weight or percentage of the Digital Divide Index 

(DIDIX) generated from these five dimensions is 31,12% from a scale of 0-100%. 

The conclusion is that the public organization’s information technology 

capabilities is high, because the Digital Divide in public organization 

(Department of Industry and Trade of West Java Province) is narrow. 

 

 

 

 

Keywords: Computer/ICT, Internet, Digital Divide.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Government to Governance merupakan dampak dari 

kemajuan zaman dan teknologi, terutama di sektor organisasi publik yang 

memiliki tujuan utama sebagai pemberi pelayanan publik (Public Service). 

Penerapan kemajuan teknologi tersebut berakibat pada peningkatan kinerja, 

wawasan, keterampilan dan penguasaan teknologi di antara para Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebagai Sumbersdaya Manusia (SDM) di sektor publik. 

Namun, seringkali ditemukan masih terdapat kurangnya kemampuan 

teknologi organisasi di sektor publik yang menjadi hambatan besar di 

organisasi publik itu sendiri. Hambatan besar tersebut diibaratkan seperti 

“penyakit” yang harus segera diobati. Sebagian besar organisasi publik 

memiliki ketakutannya tersendiri terhadap teknologi yang berkembang pesat 

pada era ini dan kemampuan teknologi informasi organisasi publik 

merupakan masalah yang penting bagi banyak organisasi dan menjadi 

tantangan utama peneliti akademis serta pembuat kebijakan.1 

Saat ini, kekhawatiran organiasasi publik mengenai kinerja dari 

operasi organisasi publik dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena 

itu, kinerja organisasi yang ditingkatkan secara efektif dapat membantu 

 
1 Peter Melan. “Marrying Technology and The Public Sector”. Diakses dari 

https://patimes.org/marrying-technology-and-the-public-sector/ pada 20 Oktober 2019. 

https://patimes.org/marrying-technology-and-the-public-sector/
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organisasi publik dalam memenuhi standar kepatuhan atau peraturan, 

profitabilitas organisasi ditingkatkan, dan posisi kompetitif organisasi di 

pasar yang ditingkatkan sehingga kemudian diterapkannya kebijakan dan 

strategi khusus oleh organisasi publik untuk meningkatkan kemampuan 

teknologi informasi organisasi publik. 

Saat ini, pemerintahan yang ideal masih menjadi isu yang cukup 

menarik. Namun, masih terdapat kinerja yang kurang dimiliki oleh 

pemerintah eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dalam merespon 

perkembangan situasi dan memenuhi tuntutan dari masyarakat di dalam 

negeri maupun di luar negeri. Munculnya sumber masalah yang terjadi 

berasal dari lembaga eksekutif atau birokrasi, yang semula dibentuk untuk 

memecahkan masalah-masalah publik justru menjadi penyakit birokrasi atau 

dikenal dengan “bureaupathologies”.2 

Membahas mengenai kemampuan teknologi informasi yang berkaitan 

dan berfokus pada bidang-bidang khusus, upaya meningkatkan kinerja 

organisasi sektor publik yang memerhatikan pada masalah kebijakan lebih 

penting karena teknologi informasi mempromosikan teknologi digital 

dengan tuntutan yang rendah pada keterampilan digital dengan 

memprioritaskan literasi digital untuk dapat meningkatkan kinerja 

organisasi di sektor publik.3 

 
2 Gerald E Caiden. “Administrative Reforms Comes Of Ages”. New York: Walter The Gruyter. 

1991. 
3 James. “International Telecommunications Union (ITU)”. 2018. 
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Kemampuan Teknologi Informasi tentu sangat memengaruhi kinerja 

organisasi publik, Istilah kinerja berasal dari kata “performance” yang 

diartikan oleh para ahli sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau 

“prestasi”. Kinerja merupakan suatu gambaran dari tingkat pencapaian dari 

suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang sudah dilaksanakan dalam 

upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi publik yang 

dituangkan dalam perencanaan strategis suatu organisasi.4 

 Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini memiliki untuk 

menganalisis Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik. 

Pemanfaatan dalam menggunakan kemampuan Teknologi Informasi 

memiliki pengaruh positif dalam Instansi Pemerintah. 

Kemampuan teknologi informasi di organisasi publik menjadi lebih 

efektif jika para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu menjalankan teknologi 

informasi dan sarana yang disediakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Teknologi informasi akan membantu individu dalam menyelesaikan 

pekerjaan dalam pengaksesan data yang kemudian meningkatkan kinerja 

suatu organisasi. 

Kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menggunakan 

teknologi informasi juga perlu ditingkatkan dengan mengadakan program 

pendidikan dan pelatihan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 

pengguna teknologi informasi menjadi lebih terampil. Program pendidikan 

dan pelatihan memberikan keuntungan pada organisasi publik dan Pegawai 

 
4 Abdullah. “Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan”. 2014. Yogyakarta : Penerbit Aswaja 

Pressindo. 
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Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan kegiatan operasional suatu 

organisasi.5 Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah untuk 

menambah wawasan dan juga kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dalam menyelesaikan tugasnya. 

Kemampuan teknologi informasi memengaruhi kinerja Organisasi 

Publik, terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi 

dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat yang menyadari betapa 

pentingnya meningkatkan layanan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa 

Barat dengan menggunakan Cloud Computing (komputasi awan).6 

Diskominfo Provinsi Jawa Barat menjadi kian adaptif dan responsif setelah 

mengadopsi teknologi cloud dengan menggandeng Amazon Web Services 

(AWS), yaitu adanya layanan Jabar Digital Services yang berupa aplikasi 

Sapawarga yang merupakan aplikasi untuk melaporkan keluhan yang 

dialami oleh masyarakat di suatu desa dengan hanya memanfaatkan ponsel 

pintar, dan aplikasi Pikobar yang merupakan aplikasi tanggap COVID-19.7 

Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Diskominfo Provinsi 

Jawa Barat saat ini berupaya menjadi adaptif dan responsif dengan melalui 

peningkatan pelayanan dalam menggunakan teknologi informasi. 

 
5 Adisanjaya, K. Wahyuni, M. A., & Purnamawati, G. A. “Pengaruh Kemampuan Personal, 

Pelatihan, dan Pendidikan serta Pemanfaatan Teknologi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi Pada Minimarket Bali Mardana”. 2017. e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan 

Ganesha, Volume: 7 No: 1. 
6 Info Komputer. “Cloud Bantu Pemprov Jawa Barat Tingkatkan Layanan ke Masyarakat”. 

Diakses dari Cloud Bantu Pemprov Jawa Barat Tingkatkan Layanan ke Masyarakat - Semua 

Halaman - Info Komputer (grid.id), pada 3 Agustus 2021, pukul 11:32 WIB. 
7 Ibid. 

https://infokomputer.grid.id/read/122713548/cloud-bantu-pemprov-jawa-barat-tingkatkan-layanan-ke-masyarakat?page=all
https://infokomputer.grid.id/read/122713548/cloud-bantu-pemprov-jawa-barat-tingkatkan-layanan-ke-masyarakat?page=all
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Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi 

Jawa Barat juga berupaya menekan kemunculan dokumen palsu dengan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).8 Diterapkannya Tanda 

Tangan Elektronik (TTE) terbukti efektif untuk menekan adanya dokumen 

pemerintah tanpa tandatangan, bahkan dokumen palsu yang 

mengatasnamakan pimpinan dan kepala OPD. Tanda Tangan Elektronik 

(TTE) tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden 

(PerPres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik.9 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 

Purnomo Yustianto, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

sudah memiliki sistem baru dalam aplikasi tanda tangan elektronik, yaitu 

dengan adanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).10 Hal ini 

menunjukkan kemampuan teknologi informasi yang dimiliki oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam menggunakan 

komputer/TIK dan internet untuk pelaksanaan pekerjaan dengan 

menggunakan sistem yang sama, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

(SIKD). 

Di wilayah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman 

juga mengembangkan tata kelola berbasis internet sebagai bentuk 

 
8 Liputan6. “Tekan Kemunculan Dokumen Palsu, Diskominfo Jabar Tekankan Penggunaan TTE”. 

Diakses dari Tekan Kemunculan Dokumen Palsu, Diskominfo Jabar Tekankan Penggunaan TTE 

- News Liputan6.com, pada 3 Agustus 2021, pukul 12:15 WIB 
9 Ibid. 
10 Ibid. 

https://www.liputan6.com/news/read/4595322/tekan-kemunculan-dokumen-palsu-diskominfo-jabar-tekankan-penggunaan-tte
https://www.liputan6.com/news/read/4595322/tekan-kemunculan-dokumen-palsu-diskominfo-jabar-tekankan-penggunaan-tte
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implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu 

SiPERKim Calakan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Disperkim 

Yang Cerdas).11 SiPERKim Calakan dikembangkan dengan memiliki 

pertimbangan untuk mencapai tujuan program, kebutuhan program, serta 

keluaran program menurut Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman 

(Disperkim) Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih. Menurutnya, 

SiPERKim Calakan diharapkan dapat menjadi solusi yang adaptif, tepat, dan 

cepat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang 

akuntabel, efisien, dan efektif.12 

Berdasarkan dari pemaparan indikasi awal di atas, diketahui bahwa 

tingkat kemampuan teknologi informasi organisasi publik di Provinsi Jawa 

Barat secara normatif semua baik adanya. Namun, pada saat Peneliti 

melakukan observasi langsung di salah satu organisasi publik Provinsi Jawa 

Barat, ditemukan bahwa masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kurang 

menguasai teknologi informasi. 

Kurangnya penguasaan teknologi informasi pada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) disebabkan karena belum meratanya akses serta sarana dan prasarana 

untuk mendukung teknologi yang mumpuni dan mudah di akses oleh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor publik. Penerapan teknologi 

komunikasi dan informasi di sektor publik merupakan suatu hambatan yang 

sangat signifikan dikarenakan adanya kekhawatiran para Pegawai Negeri 

 
11 JabarEkspres.com. “Tata Kelola Berbasis Elektronik, Disperkim Jabar Bakal Kembangkan 

SiPERKim Calakan”. Diakses dari Tata Kelola Berbasis Elektronik, Disperkim Jabar Bakal 

Kembangkan SiPERKim Calakan - jabarekspres.com, pada 3 Agustus 2021 pukul 15:47 WIB. 
12 Ibid. 

https://jabarekspres.com/berita/2021/06/13/tata-kelola-berbasis-elektronik-disperkim-jabar-bakal-kembangkan-siperkim-calakan/
https://jabarekspres.com/berita/2021/06/13/tata-kelola-berbasis-elektronik-disperkim-jabar-bakal-kembangkan-siperkim-calakan/
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Sipil (PNS) bahwa peran mereka akan tergantikan oleh teknologi 

komunikasi dan informasi tersebut. Untuk menghilangkan hambatan ini, 

maka Administrator sektor publik bertanggungjawab untuk meyakinkan 

bahwa teknologi justru akan membantu menyelesaikan pekerjaan mereka 

karena teknologi dapat meningkatkan keterampilan serta meningkatkan 

produktivitas.13 

Berdasarkan dari hasil observasi yang pernah dilakukan oleh Peneliti 

di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, didapatkan 

bahwa masih adanya pegawai yang kurang mengerti dalam menggunakan e-

mail, bahkan tidak mengerti cara mengakses e-mail yang berarti masih 

kurangnya Kemampuan Teknologi yang kompatibel yang memengaruhi 

kinerja dan dapat disimpulkan bahwa masih adanya indikator kemampuan 

teknologi informasi yang masih belum terpenuhi di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat. 

Kemudian, terdapat banyak pendekatan teknologi informasi yang 

menjelaskan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi.14 Menurut Mingay, organisasi dapat 

menggunakan Teknologi Informasi secara signifikan untuk mengurangi 

karbondioksida dari operasi publik. Selanjutnya Sayeed and Gill (2008) 

 
13 Peter Melan. “Marrying Technology and The Public Sector”. 2019. Diakses dari 

https://patimes.org/marrying-technology-and-the-public-sector/ pada 20 Oktober 2019. 
14 M.J. Tippins dan R. S. Sohi. “ IT competency and firm performance: is organizational learning 

a missing link?”. 2003. Strategic Management Journal No. 24. Hal 745-761. 

https://patimes.org/marrying-technology-and-the-public-sector/
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mengatakan kinerja organisasi publik dapat meningkat secara efektif dengan 

mengelola sumber daya Teknologi Informasi.15 

Permintaan pekerjaan di sektor publik yang diiringi dengan semakin 

berkembangnya teknologi informasi terus terjadi secara kompetitif, hal 

tersebut dikarenakan adanya delta besar antara posisi yang tersedia dengan 

pelamar pekerjaan yang sudah memenuhi persyaratan. Hal yang 

dipertimbangkan untuk mempekerjakan individu untuk memanfaatkan 

kebutuhan teknologi di suatu organisasi publik adalah apakah daya pikat 

pensiun tinggi, gaji yang sebanding dengan pekerjaan, dan tunjangan 

lainnya yang cukup menarik bagi individu tersebut.16 

Menurut rencana dan usulan yang dimunculkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-

RB) bahwa di masa yang akan datang dalam perkembangan teknologi dan 

informasi di era digital secara pesat, Pegawai Negeri Sipil yang 

dikategorikan sebagai Smart ASN dapat mengerjakan pekerjaannya melalui 

smartphone yang tentu lebih efisien dan memperpendek alur birokrasi 

sehingga Pegawai Negeri Sipil diluar kantor tetap bisa bekerja yang didasari 

upaya pemerintah membentuk Pegawai Negeri Sipil yang mampu bekerja 

mengikuti perkembangan zaman yang fleksibel.17 

 
15 S. Mingay. “Green IT: The New Industry Shock Wave”. 2007. Gartner RAS Core Research Note 

G, 153703. hal. 2. 
16 Ibid. 
17 Nasional Kontan. “Kementerian PAN-RB Usulkan PNS Bisa Bekerja Di Rumah, Apa 

Alasannya?” diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pan-rb-usulkan-pns-

bisa-bekerja-di-rumah-apa-alasannya?page=all pada 20 Oktober 2019. 

https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pan-rb-usulkan-pns-bisa-bekerja-di-rumah-apa-alasannya?page=all
https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-pan-rb-usulkan-pns-bisa-bekerja-di-rumah-apa-alasannya?page=all
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Dalam mewujudkan kinerja organisasi di sektor publik yang baik. 

Berdasarkan indikasi permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka 

perlu diteliti mengenai Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik. 

Maka, Penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian terkait dengan 

Kemampuan Teknologi Informasi khususnya di sektor organisasi publik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan indikasi dan temuan di atas, perlu dianalisis mengenai 

tinggi atau rendahnya Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik 

sehingga rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah: 

- Bagaimana Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan indikasi dan temuan di atas, bertujuan untuk mengetahui 

tinggi atau rendahnya Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik. 

Maka, untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian, adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

- Untuk menganalisis Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi 

Publik. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian mengenai Analisis Kemampuan Teknologi 

Informasi Organisasi Publik adalah: 
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1.4.1 Sebagai bahan masukan untuk pihak administrator organisasi publik 

dalam mengatasi rendahnya Kemampuan Teknologi Informasi 

Organisasi Publik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara efisien dan efektif. 

1.4.2 Sebagai bahan referensi bagi pembaca dan pegawai yang mengalami 

rendahnya Kemampuan Teknologi Informasi untuk dapat 

meningkatkan kompetensi, memiliki wawasan, keterampilan, 

kreativitas, dan penguasaan teknologi sehingga dapat lebih optimal 

dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggungjawab dalam bekerja. 

1.4.3 Sebagai bahan menganalisa dan referensi tambahan bagi Penulis 

dalam penelitian mengenai analisis Kemampuan Teknologi Informasi 

Organisasi Publik, mengetahui sebab Kemampuan Teknologi 

Informasi Organisasi Publik, serta mengetahui dampak dari 

Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik dan mengatasi 

rendahnya Kemampuan Teknologi Informasi Organisasi Publik. 
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